
 
 
 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019 

Tentang 

Pembatasan Masa Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan  
  

Pemohon : Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M. 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). 

Pokok Perkara : Pembatasan masa jabatan anggota BPK hanya satu kali masa 
jabatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK, 
bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat 
(3) dan jaminan perlindungan kepastian hukum dalam Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945; 

Amar Putusan  : Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Senin, 20 Mei 2019. 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat permohonan 
diregistrasi menjabat sebagai anggota BPK dan berusia 62 tahun. Pemohon merasa 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU BPK karena menyebabkan Pemohon tidak 
dapat lagi menjabat sebagai anggota BPK pada usianya yang masih 62 tahun, sedangkan 
usia pensiun anggota BPK menurut Pasal 18 huruf c UU BPK adalah 67 tahun; 

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah Pasal 5 
ayat (1) UU BPK terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon 
telah secara spesifik menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon 
dianggap dirugikan karena berlakunya frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam Pasal 5 
ayat (1) UU BPK, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan Pemohon perihal potensi 
kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi, 
sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon; 

Terhadap permohonan provisi Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan 
provisi yang dilandasi oleh alasan yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan orang-
seorang tidaklah tepat di samping alasan bahwa Mahkamah harus tunduk pada ketentuan 
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hukum acara yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Oleh karena 
itu permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; 

Dalam pokok permohonan Mahkamah menegaskan sebagai berikut: 

Pertama, terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon perihal kriteria jabatan 
politis maka, dalam konteks BPK, jika penalaran Pemohon demikian diikuti akan timbul 
konsekuensi bahwa oleh karena sifat jabatan BPK adalah jabatan politis maka produk yang 
dihasilkan oleh BPK dalam melaksanakan fungsinya yang melekat pada jabatan itu adalah 
produk politik dan semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan politik, 
sebagaimana halnya produk-produk DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan rujukan oleh 
Pemohon. Dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan 
dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak ada bedanya dengan pengawasan 
politis yang melekat dalam fungsi DPR. Jika demikian halnya, maka menjadi pertanyaan 
buat apa dibentuk BPK. Padahal salah satu argumenrtasi Pemohon dalam hal ini 
menyatakan bahwa lahirnya kebutuhan membentuk BPK adalah karena makin kompleksnya 
keuangan negara yang secara implisit berarti Pemohon sendiri sesungguhnya mengakui 
bahwa dalam konteks pengawasan terhadap keuangan negara maka pengawasan yang 
bersifat politis yang melekat dalam kelembagaan DPR tidak memadai dalam hubungannya 
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan karena itu dibutuhkan 
lembaga tersendiri yang bebas dan mandiri untuk melakukan bagian dari fungsi pengawasan 
tersebut. Lagipula jika proses pemilihan secara politis yang dijadikan alasan, berarti semua 
lembaga yang keanggotaannya dipilih oleh DPR dapat dikategorikan sebagai lembaga 
sekaligus jabatan politis yang tidak mengenal periodisasi masa jabatan. Hal demikian jelas 
tidak dapat diterima sebab kontradiktif dengan semangat dan substansi yang terkandung 
dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang memberi wewenang konstitusional kepada BPK 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dengan 
demikian, oleh karena argumentasi dasar yang digunakan oleh Pemohon untuk menyatakan 
inkonstitusionalitas pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi, yaitu 
bahwa sifat jabatan BPK adalah jabatan politis, telah tertolak maka dalil Pemohon 
selanjutnya yang diturunkan dari argumentasi tersebut yaitu bahwa pembatasan masa 
jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi bertentangan dengan negara hukum, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan hak atas 
kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
menjadi kehilangan relevansi maupun koherensinya; 

Kedua, terhadap dalil bahwa BPK merupakan salah satu pelaksana fungsi legislatif, 
Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon secara tidak langsung berarti menganggap 
kedaulatan rakyat hanya terjelma ke dalam kelembagaan DPR. Padahal, Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, menurut UUD 1945, pelembagaan 
kekuasaan negara ke dalam berbagai lembaga negara yang ada pada saat ini sumbernya 
adalah kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur berdasarkan UUD 1945. Pasal 23E 
UUD 1945 harus ditafsirkan sebagai bagian dari upaya konstitusional mewujudkan tujuan 
bernegara memajukan kesejahteraan umum di mana tujuan demikian dapat dicapai, salah 
satunya, jika keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab. Untuk mencapai maksud 
tersebut, pengawasan yang bersifat politis semata-mata dari DPR tidaklah memadai. Karena 
itu dibutuhkan lembaga yang secara profesional memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara dimaksud, yaitu BPK. Atas dasar hasil pemeriksaan yang secara 
profesional dilakukan oleh BPK itulah DPR akan menentukan sikap politiknya dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Dari sudut pandang koherensi 
praktis, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menekankan sifat bebas dan mandiri 
kelembagaan BPK adalah koheren dengan maksud dibentuknya BPK untuk mengawasi 
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tersebut sebab tanpa 
kebebasan dan kemandirian demikian, BPK tidak mungkin melaksanakan fungsi 
pemeriksaannya secara profesional. Sementara itu, dari sudut pandang keberlakuan yang 
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tepat,  Pasal 23E UUD 1945 tidak mungkin bekerja secara tepat (appropriate) jika BPK diisi 
oleh anggota-anggota yang tidak memiliki keahlian dalam bidang keuangan negara. Dengan 
demikian, mendalilkan BPK sebagai bagian dari kekuasaan legislatif adalah tidak beralasan 
menurut hukum.  

Ketiga, Mahkamah mempertimbangkan bahwa mendalilkan inkonstitusionalitas pembatasan 
masa jabatan keanggotaan BPK berdasarkan periodisasi dengan landasan argumentasi 
bahwa BPK adalah lembaga yang bersifat majemuk dan pengambilan keputusannya 
dilakukan secara kolektif kolegial tidaklah tepat tanpa mengaitkannya dengan konteks tujuan 
dibentuknya BPK sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas. Adapun bagian 
dari pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 yang dijadikan bagian dari argumentasi Pemohon 
penekanannya adalah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-
wenangan. Namun, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah tidak 
menyatakan bahwa sama sekali terhadap jabatan yang bersifat majemuk tidak boleh 
dilakukan pembatasan. Apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa 
dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi 
masa jabatan anggota lembaga negara yang bersifat majemuk, hal itu tidaklah serta-merta 
dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pertimbangan-pertimbangan 
untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD 1945. 
Apalagi secara hakiki UUD 1945 setelah perubahan menganut prinsip pembatasan 
kekuasaan termasuk di dalamnya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan alat-alat 
kelengkapan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah dimaksud 
tidak boleh ditafsirkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota lembaga-lembaga negara 
yang bersifat majemuk adalah inkonstitusional. Sementara itu, rujukan Pemohon kepada 
negara-negara yang anggota “BPK”-nya tidak dibatasi berdasarkan periodisasi haruslah 
diperlakukan semata-mata sebagai best practices sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan 
sistem ketatanegaraan di negara-negara tersebut, bukan sebagai kriteria yang berlaku 
umum. Sebab, terdapat pula sejumlah negara lain yang membatasi masa jabatan anggota 
“BPK”-nya berdasarkan periodisasi.  Lagi pula, rujukan demikian tentu tidak dapat dijadikan 
alasan untuk menyatakan pembatasan masa jabatan anggota BPK berdasarkan periodisasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan UUD 1945. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat 
dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalam amar putusannya 
Mahkamah menyatakan Dalam Provisi menolak permohonan provisi Pemohon, dan Dalam 
Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 
 


